
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.912, 2017 KEMENHUB. Pelayanan Telekomunikasi 

Penerbangan. Perubahan Ketiga.  
 

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  PM 48 TAHUN 2017 

 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 

PM 57 TAHUN 2011 TENTANG PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN 

SIPIL BAGIAN 171 (CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171) TENTANG 

PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN  

(AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION SERVICE PROVIDERS) 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

  

 

Menimbang : a.  bahwa untuk peningkatan standar kinerja fasilitas 

telekomunikasi penerbangan dan penyesuaian terhadap 

amandemen ketentuan Annex 10 tentang Aeronautical 

Telecommunication, dipandang perlu melakukan 

perubahan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 

57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety 

Regulation Part 171) tentang Penyelenggara Pelayanan 

Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical 

Telecommunication Service Providers); 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Perhubungan tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 

2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 
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Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) 

tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi 

Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service 

Providers); 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4956); 

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);   

4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang 

Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara 

Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);  

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 

2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) 

tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi 

Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service 

Provider) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 

2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 

(Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang 

Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan 

(Aeronautical Telecommunication Service Providers); 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) 

tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight 
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Procedure Design) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 295); 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) 

tentang Bandar Udara (Aerodrome) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 407); 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 

2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

Bagian 175 (Civil Aviation Safety Regulation Part 175) 

tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (Aeronautical 

Information Service) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 410); 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 

2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

1012); 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 59 Tahun 2016 

tentang Sertifikasi Stasiun Penerbangan di Pesawat Udara 

(Aircraft Aeronautical Station License) (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 741); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERUBAHAN KETIGA  PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM 57 TAHUN 2011 TENTANG 

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 171 

(CIVIL AVIATION SAFETY REGULATION PART 171) TENTANG 

PENYELENGGARA PELAYANAN TELEKOMUNIKASI 

PENERBANGAN  (AERONAUTICAL TELECOMMUNICATION 

SERVICE PROVIDERS). 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 

PM 57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 

Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang 

Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical 

Telecommunication Service Provider) yang telah beberapa kali diubah 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan:  

a.  Nomor PM 29 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil 

Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara 

Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical 

Telecommunication Service Provider) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 513); 

b. Nomor PM 38 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2011 

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 

(Civil Aviation Safety Regulation Part 171) tentang Penyelenggara 

Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical 

Telecommunication Service Providers) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1315); 

diubah sebagai berikut: 

1. Lampiran pada Sub Bagian 171.013 huruf a angka 1) 

tentang Persyaratan Kinerja Fasilitas Telekomunikasi 

Penerbangan berbasis di Darat diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut : 

Pelayanan 

Keterse

diaan 

(Availab

ility) 

MTBF  Akurasi 
Integrity 

(Integritas) 

Continuitas 

(changeover 

dan 

standby 

power) 

Pelayanan 

aeronautika  

siaran 

(Aeronautica

l broadcast 

service) 

>0.99 
>1000 

jam 

Tidak 

diatur 
Tidak ada 15 detik 
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Radar Data 

Display 

untuk ATC 

>0.999 
>1000 

jam 
TBA 

Tidak 

ditentukan 
Immediate 

Pelayanan 

aeronautika 

Tetap  

>0.99 
>1000 

jam 

Tidak 

diatur 

Tidak 

ditentukan 
Immediate 

A-SMGCS >0.99 
>1000 

jam 

ICAO doc 

9830 

Chapter 

3.6.1 

ICAO doc 

9830 

Chapter 

3.6.2 

Immediate 

RADAR  >0.99 
>1000 

jam 

ICAO doc 

9684 

Chapter 

2.2 

 8071 

Vol.III 

Chapter 

3.3 & tabel  

3-1  

ICAO doc 

9684 

Chapter 

3.6.2 

Immediate 

ILS  >0.999 
>1000 

jam 

ICAO 

Annex 10 

Vol 1 Ch 3 

bagian 3.1 

ICAO Annex 

10 Vol 1 

Tabel C2 

lampiran C 

Immediate 

DME >0.99 
>1000 

jam 

ICAO 

Annex 10 

Vol 1 Ch 3 

bagian 

3.5.3.13 

Tidak 

ditentukan 
Immediate 

VOR >0.99 
>1000 

jam 

Tidak 

ditentukan 

Tidak 

ditentukan 
Immediate 

NDB >0.99 
>1000 

jam 

Tidak 

diatur 

ICAO Annex 

10 Vol 1 

Ch3 section 

3.4.8.1 

Immediate 
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